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PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR       TAHUN 2009
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,
Menimbang
:
a.
bahwa seiring dengan peningkatan pengetahuan masyarakat akan hidup sehat, kebutuhan pelayanan kesehatan dituntut untuk selalu diupayakan secara maksimal baik sarana prasarana maupun mutu pelayanan kesehatan ;

b. bahwa penyelenggraan pelayanan kesehatan dititik beratkan pada upaya penyembuhan dan peningkatan kesehatan, pencegahan serta pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Mengingat   
:
1. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang  Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan kepada daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang pedoman tata cara pemungutan retribusi daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang tata cara pemeriksaan dibidang retribusi daerah;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/ MENKES/ SK/VI/1997 tentang pola tarif rumah sakit pemerintah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis retribusi tingkat I dan  tingkat II ;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA  BIMA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: 
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BAB  I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bima.

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.

5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima. 

6. Dinas kesehatan adalah dinas kesehatan Kota Bima;

7. Dinas pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Bima;

8. Pejabat adalah pejabat yang berwewenang mengelola retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang                    atau pribadi;

10. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut oleh pemerintah daerah atas jasa pelayanan kesehatan, obat-obatan, akomodasi, dan pemeriksaan laboratorium; 

11. Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi;

12. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan spesialistik sesuai dengan kemampuan;

13. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehata secara paripurna kepada masyarakat diwilayah kerja tertentu;
14. Puskesmas pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja puskesmas;

15. Puskesmas keliling adalah tim pelayanan keliling yang terdiri dari tenaga medik/para medik dari puskesmas yang dilengkapi dengan kendaran bermotor roda empat/perahu dan tenaga dari puskesmas; 
16. Laboratorium adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang berupa tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan pemeriksaan eksperimen;
17. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap;

18. Pelayanan Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat;

19. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur dan tinggal diruang rawat inap;

20. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis 

21. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tampa pembiusan;

22. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;

23. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakkan diagnosis dan terapi;

24. Pelayanan Rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik, prostetik, bimbingan sosial medis, dan jasa phsikologi serta rehabilitasi lainnya; 
25. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi phsikologi, gizi, dan konsltasi lainnya;

26. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan;

27. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam penaturan dan perhitungan besarnya tarif rumah sakit;

28. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggraan kegiatan pelayanan dirumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;

29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya;

30. jasa sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atau pemakaian saran, fasilitas rumah sakit bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalan rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi;

31. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia           diruang inap;

32. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan dirumah sakit;

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang;

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

35. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi  yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota Bima.

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi;

37. Penyidikan Tindak Pidana Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bima.

BAB  II

NAMA OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pelayanan kesehatan dipuskesmas, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling 
Pasal 3

(1)
Obyek Retribusi meliputi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling; 

(2)
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh atau menerima pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah dan puskesmas, puskesmas pembantu, serta puskesmas keliling; 
(3) 
Subyek  Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan wajib Retribusi;
BAB  III

GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4

Retribusi pelayanan  kesehatan digolongkan retribusi jasa umum.
BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN DAN PRINSIP
PENETAPAN RETRIBUSI 

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan lamanya penggunaan jasa sarana dan jasa pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit umum, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. 
Pasal 6

Prinsip penetapan retribusi pelayanan kesehatan didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah daerah dengan memperhatikan biaya jasa penyediaan jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 
BAB V

PELAYANAN KESEHATAN
Bagian pertama

Jenis pelayanan, kelas perawatan, dan besarnya tarif

Paragraf I

Jenis pelayanan

Pasal 7

(1) Pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan tarif dikelompokkan kedalam pelayanan:

a. Rawat jalan;

b. Rawat Inap;

c. Rawat darurat;

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari:

a. Pemeriksaan penunjang diagnosik;

b. Tindakan medik terapi;

c. Rehabilitasi medik;

d. Pelayanan medis gizi;

e. Pelayanan kebidanan dan ginekologi;

f. Perawatan jenazah;

g. Perawatan ambulance dan mobil jenazah;

h. Pelayanan konsultasi khusus;

i. Pelayanan kesehatan lain-lain.


Pasal 8

Pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a adalah pemeriksaan laboraturium.
Pasal 9

Tindakan medik dan terapi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah penyelenggaraan tindakan sebagaimana dalam poin IV dan V lampiran peraturan daerah ini  
Pasal 10
Pelayana kesehatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf i adalah pelayanan kesehatan sebagaimana dalam poin VI lampiran peraturan daerah ini 

Pasal 11
Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 2

Kelas perawatan

Pasal 12

(1) Kelas perawatan dan kapasitas tempat tidur dirumah sakit umum daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. kelas utama (VIP) dengan isi 0-3 %dari kapasitas tempat tidur yang disediakan 
b. 
kelas I dengan isi 10 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan .

c. 
kaelas II dengan isi 10 %  dari kapasitas tempat tidur yang disediakan .

d. 
kelas IIIA dengan isi 60%  dari kapasitas tempat tidur yang disediakan

e.
kelas IIIB dengan isi 20%  dari kapasitas tempat tidur yang disediakan

f.  
I C U dengan isi 0-2 dari  tempat tidur yang disediakan

g. 
Ruang perawatan bayi

(2) Kelas perawatan dan kapasitas tempat tidur di puskesmas  ditetapkan sebagai berikut:

a.
Kelas/hari
b, 
Bangsal/hari
c. 
Vip ( ac & kulkas ) / hari
d. 
Visite dokter/pasien 
f. 
Visite perawat/pasien

Pasal  13
Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh atau menerima pelayanan kesehatan dirumah sakit umum daerah dan puskesmas, puskesmas pembantu,serta puskesmas keliling wajib membayar retribusi.

Paragraf 3

Besarnya tarif

Pasal 14

Besarnya tarif  retribusi adalah sebagai berikut : 
	NO
	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN
	TOTAL                    (Rp)

	
	
	

	I
	RAWAT JALAN ;
	 

	 
	1.
	Puskesmas
	               5,000 

	 
	2.
	Puskesmas Pembantu
	               3,000 

	 
	3.
	Puskesmas Keliling
	               3,000 

	 
	 
	 
	 

	II
	RAWAT INAP ;
	 

	 
	1.
	Kelas / Hari
	             50,000 

	 
	2.
	Bangsal / Hari
	             20,000 

	 
	3.
	VIP ( AC & Kulkas ) / Hari
	             75,000 

	 
	4.
	Visite Dokter / Pasien
	             25,000 

	 
	5.
	Visite Perawat / Pasien
	             10,000 

	 
	 
	 
	 

	III
	PEMERIKSAAN PENUNJANG ( LABORATORIUM )
	 

	 
	1.
	Gol Darah
	               7,000 

	 
	2.
	Darah Malaria 
	               6,000 

	 
	3.
	Haemoglobin (Hb)
	               6,000 

	 
	4.
	Trombocyte
	               6,000 

	 
	5.
	Gula Reduksi
	               8,000 

	 
	6.
	Protein Uria
	               6,000 

	 
	7.
	Bilirubinuria
	               6,000 

	 
	8.
	Sedimen
	               6,000 

	 
	9.
	Widal
	             21,000 

	 
	10.
	Jamur
	             10,000 

	 
	11.
	Sputum
	               8,000 

	 
	12.
	GO 
	             28,000 

	 
	13.
	Sipilis (Gram Negatif)
	             16,000 

	 
	14.
	Tes Kehamilan
	             16,000 

	 
	15.
	Faces
	             10,000 

	 
	16.
	Laju Endapan Darah (LED)
	               6,000 

	 
	17.
	Hematokrit
	               6,000 

	 
	18.
	Hitung Jenis Leukosit
	               7,000 

	 
	19.
	Angka Leukosit
	               7,000 

	 
	20.
	Kimia Klinik
	 

	 
	 
	- SGOT
	             25,000 

	 
	 
	- SGPT
	             25,000 

	 
	 
	- Alkali Fosfat
	             25,000 

	 
	 
	- Gama GT
	             23,000 

	 
	 
	- Bilurubin Total
	             16,000 

	 
	 
	- Bilurubin Direk
	             16,000 

	 
	 
	- HbSAg
	             15,000 

	 
	 
	- Cholesterol Total
	             20,000 

	 
	 
	- Cholesterol HDL
	             23,000 

	 
	 
	- Cholesterol LDL
	             21,000 

	 
	 
	- Trigliserida
	             25,000 

	 
	 
	- CKMB
	             20,000 

	 
	 
	- CKNAC
	             20,000 

	 
	 
	- TIBC
	             16,000 

	 
	 
	- Iron
	             16,000 

	 
	 
	- Albumin
	             16,000 

	 
	 
	- Kalsium
	             16,000 

	 
	 
	- Protein Total
	             16,000 

	 
	 
	- Ureum
	             16,000 

	 
	 
	- Kreatinin
	             16,000 

	 
	 
	- Gula Darah Acak
	             16,000 

	 
	 
	- Gula Darah Puasa
	             16,000 

	 
	 
	- Gula Darah 2 Jam. PP
	             16,000 

	 
	 
	 
	 

	IV
	TINDAKAN MEDIK
	 

	 
	1.
	Persalinan Normal
	            300,000 

	 
	
	- Dokter
	

	 
	
	- Bidan
	

	 
	2.
	Persalinan dengan Tindakan
	            500,000 

	 
	
	- Dokter
	

	 
	
	- Bidan
	

	 
	3.
	Circumsisi
	             75,000 

	 
	
	- Dokter
	

	 
	
	- Perawat
	

	 
	4.
	Ekstirpasi Tumor ;
	 

	 
	
	- Besar
	            125,000 

	 
	
	- Sedang
	            100,000 

	 
	
	- Kecil
	             75,000 

	 
	5.
	Tindik Bayi
	             15,000 

	 
	6.
	Penjahitan Luka ;
	 

	 
	
	- Kecil (Kurang dari 5 jahitan)
	             15,000 

	 
	
	- Sedang ( 5 - 10 jahitan
	             20,000 

	 
	
	- Besar (Lebih dari 10 jahitan) + Rp. 2.000, / jahitan
	             25,000 

	 
	7.
	Pembersihan Sirumen
	             20,000 

	 
	8.
	Pengambilan Corpus Alienum (Telinga,Hidung,Mata)
	             20,000 

	 
	9.
	Perawatan Luka
	             10,000 

	 
	10.
	Insisi Abses ;
	 

	 
	 
	- Kecil
	             15,000 

	 
	 
	- Sedang
	             20,000 

	 
	 
	- Besar
	             25,000 

	 
	 
	 
	 

	V
	PERAWATAN GIGI
	 

	 
	1.
	Tumpatan Sementara
	               6,000 

	 
	2.
	Tumpatan Permanen
	             10,000 

	 
	3.
	Pembersihan Karang Gigi / Rahang
	             15,000 

	 
	4.
	Insisi Abses
	 

	 
	
	- Intra Oral
	             10,000 

	 
	 
	- Ekstra Oral
	             15,000 

	 
	 
	 
	 

	VI
	PELAYANAN KESEHATAN LAIN
	 

	 
	1.
	Visum et. Repirtum
	             15,000 

	 
	2.
	Keterangan Kesehatan
	 

	 
	
	- Untuk Keperluan Sekolah
	               5,000 

	 
	
	- Untuk Keperluan Bekerja
	             10,000 

	 
	
	- Untuk Keperluan Cuti Hamil
	             10,000 

	 
	
	- Untuk Keperluan Buta Warna
	             10,000 

	 
	3.
	Rujukan Ke Rumah Sakit dengan Ambulance
	             40,000 

	 
	4.
	Pelayanan Ambulance ke ;
	 

	 
	
	- Wera Timur
	            400,000 

	 
	 
	- Wera Barat 
	            200,000 

	 
	 
	- Sape Utara
	            300,000 

	 
	 
	- Sape Selatan
	            300,000 

	 
	 
	- Donggo
	            300,000 

	 
	 
	- Wawo Selatan
	            300,000 

	 
	 
	- Wawo Tengah
	            300,000 

	 
	 
	- Parado
	            300,000 

	 
	 
	- Monta
	            200,000 

	 
	 
	- Bolo
	            200,000 

	 
	 
	- Tente
	            200,000 

	 
	 
	- Tambora
	         1,000,000 

	 
	 
	- Sanggar
	            750,000 

	 
	 
	- Kab. Dompu
	            500,000 

	 
	 
	- Kab. Sumbawa
	         1,000,000 

	 
	 
	- Mataram
	         2,500,000 

	VII
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM
	 

	 
	1
	BAKTERIOLOGI
	 

	 
	 
	Air
	 

	 
	 
	-  Angka Kuman
	             36,000 

	 
	 
	-  Coliform
	             36,000 

	 
	 
	-  Coliform Tinja
	             36,000 

	 
	 
	Makanan
	 

	 
	 
	-   Salmonella
	             36,000 

	 
	 
	-   Shigella
	             36,000 

	 
	 
	-   E. coli
	             36,000 

	 
	 
	-   Staphylococcus aurcus
	             36,000 

	 
	 
	-   Vibrio cholera
	             36,000 

	 
	2
	KIMIA AIR TOKSIKOLOGI DAN KIMIA LINGKUNGAN
	                    -   

	 
	 
	Bau
	               6,000 

	 
	 
	Rasa
	               6,000 

	 
	 
	Suhu
	               7,000 

	 
	 
	Warna
	               9,000 

	 
	 
	Aluminium
	             18,000 

	 
	 
	Ammonia MR
	             12,000 

	 
	 
	Ammonia LR
	             11,000 

	 
	 
	Bromine
	               6,000 

	 
	 
	Chlorine Dinoxide
	               6,000 

	 
	 
	Free Chlorine
	               6,000 

	 
	 
	Total Chlorine
	             14,000 

	 
	 
	Chromium VI HR
	               6,000 

	 
	 
	Chromium VI LR
	             11,000 

	 
	 
	Copper HR
	               8,000 

	 
	 
	Copper LR
	             24,000 

	 
	 
	Cyanide
	             16,000 

	 
	 
	Cyanuric Acid
	             10,000 

	 
	 
	Fluoride
	               7,000 

	 
	 
	Ca Hardness
	             10,000 

	 
	 
	Mg Hardness
	             42,000 

	 
	 
	Hydrazine
	               5,000 

	 
	 
	Iodine
	               6,000 

	 
	 
	Iron HR
	               6,000 

	 
	 
	Iron LR
	             11,000 

	 
	 
	Manganese HR
	             10,000 

	 
	 
	Manganese LR
	             22,000 

	 
	 
	Melanium
	             16,000 

	 
	 
	Nikel HR
	             34,000 

	 
	 
	Nitrate
	             13,000 

	 
	 
	Nitrite HR
	               7,000 

	 
	 
	Nitrite LR
	               7,000 

	 
	 
	Dissolved Oxygen
	             14,000 

	 
	 
	pH
	               5,000 

	 
	 
	Phosphate HR
	               6,000 

	 
	 
	Phosphate LR
	               7,000 

	 
	 
	Phosphorus
	               6,000 

	 
	 
	Silica
	             11,000 

	 
	 
	Silver
	             32,000 

	 
	 
	Seng
	             12,000 

	 
	 
	Kebisingan
	             42,000 

	 
	 
	COD
	             12,000 

	 
	 
	BOD
	             12,000 

	 
	 
	TDS
	             38,000 

	 
	 
	Kesadahan
	               7,000 

	 
	 
	DO
	               8,000 

	 
	 
	Zat Organik (KmnO4)
	             12,000 

	 
	 
	Timbal (Pb)
	             12,000 

	 
	 
	Cadmiun (Cd)
	             12,000 

	 
	 
	Arsen (Ar)
	             12,000 

	 
	 
	Sulfat
	             12,000 

	 
	3
	USAP ALAT
	                    -   

	 
	
	MPN Coliform
	             36,000 

	 
	
	MPN Coli Tinja
	             36,000 

	 
	
	Jumlah kuman
	             36,000 

	 
	
	Bakteri :
	                    -   

	 
	
	-   E.Coli
	             36,000 

	 
	
	-   Salmonella
	             36,000 

	 
	
	-   Vibrio Cholera
	             36,000 

	 
	
	-   Staphylococcus
	             36,000 

	 
	
	-   Clostridium Perfringens
	             36,000 

	 
	
	-   Clostridium botulinum
	             36,000 

	 
	4
	KUALITAS KOLAM RENANG
	                    -   

	 
	 
	MPN Coliform
	             36,000 

	 
	 
	MPN Coli Tinja
	             36,000 

	 
	 
	Sisa Chlor
	             18,000 

	 
	5
	PEMERIKSAAN HYGIENE SANITASI
	                    -   

	 
	
	Laik Sanitasi
	                    -   

	 
	 
	-   Hotel Melati
	            120,000 

	 
	 
	-   Hotel Berbintang
	            180,000 

	 
	 
	-   Rumah Makan
	            120,000 

	 
	 
	-   Restoran
	            180,000 

	 
	 
	-   Kolam Renang
	            120,000 

	 
	 
	-   Depot Air Minum
	            180,000 

	 
	 
	-   Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan
	            360,000 

	 
	 
	Laik Sehat
	                    -   

	 
	 
	-   Hotel Melati
	            120,000 

	 
	 
	-   Hotel Berbintang
	            180,000 

	 
	 
	-   Rumah Makan
	            120,000 

	 
	 
	-   Restoran
	            180,000 

	 
	 
	-   Kolam Renang
	            120,000 

	 
	 
	-   Depot Air Minum
	            180,000 


BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN  DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15
(1) Pemungutan retribusi dilaksanakan pada saat:
a. Bagi pelayanan rawat inap dipungut pada saat cek out

b. Bagi pelayanan rawat jalan dipungut pada saat pendaftaran diloket;
(2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan;

(4) Bentuk SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan ditetapkan dengan peraturan walikota;

Pasal 16

Penyetoran retribusi dilakukan pada waktu yang ditentukan melalui kas daerah dengan menggunakan SKRD.

Pasal 17

(1) Penyetoran retribusi dilakukan secara tunai;

(2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran;

(3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan 

(4) Bentuk, isi kwalitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan peraturan walikota.

BAB  VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. Dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat.


BAB IX

PENGURANGAN, KERINGAN, DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20
(1) Terhadap subyek retribusi yang memperoleh pelayanan kesehatan dapat diberikan keringanan dan atau pembebasan retribusi;
(2) Keringan dan atau pembebasan retribusi yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan terhadap:

a. Penderita yang tidak mampu yang dinyatakan dengan surat tidak mampu dari desa/ kelurahan serta diperkuat oleh camat yang bersangkutan dan berlaku untuk 3 (tiga) bulan;

b. Pemilik kartu sehat;

c. Anggota Veteran Republik Indonesia dengan menunjukan kartu anggota;

d. Orang tahanan, narapidana, dan atau anak negara dengan bukti surat keterangan dari kepolisian jaksa, dan kehakiman.

e. Anak yang diasuh oleh panti asuhan.

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan  peraturan walikota.

BAB  X

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 21
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran dibidang retribusi. 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan dan penyitaan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

                                                               BAB XI

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN 

Pasal 23

(1) Dinas kesehatan dan rumah sakit bertanggung jawab secara teknis operasional terhadap pelaksanaan peraturan kota ini;

(2) Dinas pendapatan kota bertangungjawab sebagai koordinator atas pungutan retribusi dalam peraturan kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Pelanggran terhadap ketentuan pasal 13 dan pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam ) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB  XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah kota bima nomor 16 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Peraturan Daerah   ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah  ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.
Ditetapkan di Raba-Bima.
pada tanggal :                           2009
WALIKOTA BIMA,

M. NUR A. LATIF

Diundangkan di Raba-Bima.
pada tanggal :                       2009.
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

    MARYONO NASIMAN
LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2009 NOMOR ........
PENJELASAN 

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR       TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
I. PENJELASAN UMUM 

Siring dengan perkembangan dinamika dan pengetahuan masyarakat dibidang kesehatan, pemerintah diharapkan untu mampu menyelenggraka pelayanan kesehatan yang berkualitas baik sarana dan prasarana maupun mutu pelayanan itu sendiri.
Dalam rangka pemenuhan harapan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan, pemerinyah harus dapat memastikan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Namun pada sisi lain, terbatasnya sumber dana menjadi salah satu kendala utama dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan sesuai kualitas yang diinginkan masyarakat disadari bahwa kesehatan adalah salah satu kebutuhan yang sangat mendasar setiap manusia, untuk itu dibutuhkan menghimpun potensi-potensi yang dapat mendukung upaya pencapaian tujuan pelayanan kesehatan.
Dari berbagai pertimbangan itu pulalah, pemerintah mengupayakan penggalian potensi pelayanan kesehatan guna berkontribusi dalam pembangunan khususnya bidang kesehatan memlalui retribusi.

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal  1 

Cukup jelas

Pasal  2 


Cukup jelas

Pasal  3 


Cukup jelas

Pasal  4


Cukup jelas

Pasal  5 


Cukup jelas

Pasal  6


Cukup jelas

Pasal  7 


Cukup jelas

Pasal  8 


Cukup jelas

Pasal  9 


Cukup jelas

Pasal  10


Cukup jelas

Pasal  12 


Cukup jelas

Pasal  13


Cukup jelas

Pasal  14


Cukup jelas

Pasal  15 


Cukup jelas

Pasal  16 


Cukup jelas

Pasal  17


Cukup jelas

Pasal  18


Cukup jelas

Pasal  19 


Cukup jelas

Pasal  20


Cukup jelas

Pasal  21


Cukup jelas

Pasal  22


Cukup jelas


Pasal  23


Cukup jelas

Pasal  24


Cukup jelas

Pasal  25


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR ..................
� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








[image: image2.wmf]M

A

J

A

 

L

A

B

O

 

D

A

H

U

_1129700522.unknown

